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KATA PENGANTAR

Rasa syukur yang teramat dalam dan tiada kata lain yang patut
kami ucapkan selain mengucap rasa syukur. Karena berkat rahmat dan
karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Revitalisasi
Pancasila Demokrasi Dan Ham” telah selesai di susun dan berhasil
diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan
dan penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap
pembahasan tentang Revitalisasi Pancasila Demokrasi Dan Ham.

Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pandangan hidup
bangsa Indonesia yang mengandung nilai-nilai fundamental bagi
penyelenggaraan kehidupan berbangsa. Namun, dinamika masyarakat
yang terus berkembang menghadirkan tantangan baru terhadap
penghayatan dan pengamalan nilai-nilai tersebut. Perubahan teknologi
informasi, perkembangan media sosial, arus globalisasi, serta
munculnya berbagai persoalan sosial dan politik menuntut adanya
pemahaman yang kontekstual terhadap Pancasila agar tetap relevan
dalam kehidupan generasi masa kini.

Demokrasi dan hak asasi manusia juga menjadi bagian penting
dalam kehidupan bernegara. Demokrasi memberikan ruang bagi
masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan
publik, sedangkan penghormatan terhadap HAM menjadi landasan
dalam menjamin martabat dan kebebasan setiap manusia. Keduanya
perlu berjalan seiring dengan nilai-nilai Pancasila sehingga kebebasan
tidak berkembang menjadi tindakan yang mengabaikan tanggung
jawab, dan kekuasaan tidak dijalankan tanpa memperhatikan hak serta
kepentingan masyarakat.

Buku ini membahas gagasan revitalisasi Pancasila, demokrasi, dan
HAM dengan menempatkan ketiganya sebagai unsur yang saling
berkaitan. Revitalisasi tidak dimaknai sebagai penggantian nilai-nilai
yang telah ada, melainkan sebagai upaya menghidupkan kembali
pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai tersebut agar mampu
menjawab persoalan dan tantangan kehidupan kontemporer. Dengan
pendekatan tersebut, Pancasila diharapkan tidak berhenti sebagai



konsep normatif, tetapi hadir dalam perilaku masyarakat dan praktik
penyelenggaraan negara.

Perkembangan demokrasi di era digital juga membawa peluang
sekaligus tantangan. Ruang digital memungkinkan masyarakat
memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan berpartisipasi
secara lebih luas. Di sisi lain, penyebaran informasi yang tidak
bertanggung jawab, disinformasi, ujaran kebencian, polarisasi, serta
berbagai bentuk pelanggaran terhadap hak orang lain dapat
mengancam kualitas demokrasi. Kondisi tersebut membutuhkan literasi
kewarganegaraan, kesadaran hukum, etika digital, serta komitmen
terhadap nilai-nilai Pancasila dan HAM.

Terakhir, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh
pihak yang telah mendukung dan turut andil dalam seluruh rangkaian
proses penyusunan dan penerbitan buku ini, sehingga buku ini bisa
hadir di hadapan sidang pembaca. Semoga buku ini bermanfaat bagi
semua pihak dan dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan
ilmu pengetahuan di Indonesia.

September, 2026

Penulis
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BAB 1

PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA
DALAM DINAMIKA GLOBAL

Dwi Riyanti, S.Pd., M.Pd.
Universitas Terbuka

A. PENDAHULUAN

Perkembangan global pada abad ke-21 telah menghadirkan
perubahan yang sangat cepat dan multidimensi di berbagai belahan
dunia. Globalisasi tidak lagi sekadar dipahami sebagai hubungan
antarnegara, melainkan telah menjelma menjadi kekuatan besar yang
memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia mulai dari
ekonomi, politik, sosial, budaya, hingga teknologi. Berbagai penelitian
menegaskan bahwa globalisasi kini menjadi aktor penting yang
membentuk dinamika hubungan internasional sekaligus perilaku sosial
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BAB 2

REKONTEKSTUALISASI PANCASILA
DALAM SISTEM DEMOKRASI INDONESIA

Fajar Setyaning Dwi Putra, M.Pd.
Politeknik STMI Jakarta

A. PENDAHULUAN

Berbagai dinamika politik kontemporer memperlihatkan bahwa
demokrasi Indonesia tidak sedang berada dalam kondisi yang
sepenuhnya sehat. Indikator demokrasi menunjukkan gejala stagnasi
bahkan penurunan kualitas dalam aspek kebebasan sipil, independensi
lembaga, serta kualitas partisipasi publik. Demokrasi yang seharusnya
menjadi sarana kedaulatan rakyat justru berpotensi berubah menjadi
arena dominasi elite politik dan ekonomi. Dalam situasi ini, Pancasila
sering dipanggil secara retoris untuk melegitimasi kekuasaan, tetapi
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BAB 3

SINKRONISASI NILAI PANCASILA
DAN HAM DALAM KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. Bakhtiar, S.Pd., SH., M.Pd
Program Studi PPKn, Jurusan PPKn dan Hukum,
FIS-H Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Sinkronisasi antara nilai-nilai Pancasila dan Hak Asasi Manusia
(HAM) dalam kebijakan publik merupakan prinsip mendasar dan poros
navigasi dalam negara hukum Indonesia. Secara filosofis, Pancasila
bukanlah penghalang, melainkan kerangka kontekstual yang
memberikan makna lokal pada prinsip HAM universal. Sila
"Kemanusiaan yang Adil dan Beradab" secara khusus memberikan
fondasi moral yang kuat bagi penghormatan dan pemenuhan HAM,
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PENEGAKAN HUKUM DAN HAM DALAM
TATA KELOLA PEMERINTAHAN NASIONAL
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STIA Abdul Azis Kataloka Ambon

A. PENDAHULUAN

Penerapan supremasi hukum dan jaminan terhadap hak-hak
fundamental warga negara menjadi landasan esensial dalam konstruksi
sistem governance demokratis di Indonesia. Sebagai bangsa yang
menganut konsep rule of law, Indonesia telah mengonstruksi arsitektur
institusional yang menyeluruh guna menegakkan prinsip legalitas dan
proteksi HAM, yang termanifestasi melalui keberadaan berbagai entitas
seperti institusi keamanan, penuntut umum, badan peradilan tertinggi,
forum juridis khusus HAM, komisi independen untuk HAM, serta badan
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MODEL TATA KELOLA NEGARA BERBASIS
PANCASILA DAN DEMOKRASI SUBSTANTIF

Dr. Ricky Santoso Muharam, S.Pd., M.Sos.
Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta

Dra. Sudaryatie, M.Si
UPN "Veteran" Yogyakarta

A. PENDAHULUAN

Bab ini mengembangkan model tata kelola negara yang
berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila dan gagasan demokrasi
substantif, sebagai alternatif terhadap tata kelola yang selama ini
bersifat prosedural dan legalistik. Argumen utama yang dikembangkan
adalah bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)
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BAB 6

INDONESIA INKLUSIF 2045:
VISI DAN REFLEKSI IDEOLOGIS

Dr. Rina Patriana Chairiyani S.S., M.Pd
Universitas Bina Nusantara

A. PENDAHULUAN

Materi “Indonesia Inklusif 2045: Visi dan Refleksi Ideologis” disusun
untuk memberikan kerangka konseptual mengenai bagaimana arah
pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045 perlu ditopang
oleh pemikiran ideologis yang kokoh dan berorientasi pada inklusivitas.
Pembahasan setiap bab diarahkan untuk menegaskan hubungan antara
visi pembangunan, nilai moral Pancasila, prinsip demokrasi dan HAM,
serta ketahanan ideologi bangsa dalam menghadapi dinamika global.
Secara keseluruhan, materi ini bertujuan memperkuat pemahaman
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BAB 7

REKOMENDASI STRATEGIS DAN AGENDA
REFORMASI KEBIJAKAN NASIONAL

Dr. Muh. Sudirman, S.Ag.M.Pd
Universitas Negeri Makassar

A. PENDAHULUAN

Dalam menghadapi dinamika global yang kian kompleks, Indonesia
dihadapkan pada tuntutan untuk menegaskan kembali arah kebijakan
nasional yang berlandaskan nilai-nilai dasar bangsa. Tantangan seperti
disrupsi teknologi, krisis etika politik, dan melemahnya kohesi sosial
menuntut pembaruan yang menyeluruh pada sistem ideologi, hukum,
dan tata kelola pemerintahan. Dalam konteks inilah, rekomendasi
strategis dan agenda reformasi kebijakan nasional menjadi penting
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A REUITALISAS
PANCASILA DEMOKRASI DAN HAM

Buku ini hadir sebagai upaya memperkuat kembali pemahaman dan
penghayatan terhadap nilai-nilai Pancasila, prinsip demokrasi, serta
penghormatan Gerhadap hak asasi manusia dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Ketiganya merupakan fondasi
penting dalam membangun kehidupan nasional yang adil, beradab,
demokratis, dan berorientasi pada kepentingan masyarakab.

Buku ini membahas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa,
perkembangan demokrasi di Indonesia, serta konsep dan prinsip hak asasi
manusia. Pembahasan juga menguraikan hubungan antara Pancasila,
demokrasi, dan HAM dalam membentuk tata kehidupan yang menjunjung
persamaan, kebebasan, keadilan, musyawarah, serta penghormatan
terhadap martabat manusia.

Melalui pendekatan yang konteksbual, buku ini mengajak pembaca
memahami pentingnya revitalisasi nilai-nilai Gersebut di Gengah perubahan
sosial, perkembangan Geknologi digital, dinamika politik, dan Gantangan
kehidupan kebangsaan. Buku ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi
mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum dalam
memperkuat kesadaran kebangsaan dan membangun budaya demokrasi
yang berlandaskan Pancasila sera menghormati hak asasi manusia.
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